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QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUS!I IZIN TRAYEK

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUZ

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor
perhubungan, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun
2002 perlu dilakukan perubahan, kercna tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang ada;

Menimbang

1

b.  bahwa untuk maksud tersebut periu ditetapkan dalam suatu Qenun.

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomot 8§ Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

]

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan: Lembaran Negara Nomer 3480);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang  Pembentukan
Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3897);

e

4.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
5 bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 _....-

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);



10.
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12.

13.

14.

15

16.

17.

i
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepélisian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomwor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (LemBaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Newor 133, Tambahan Leimbaran
Negara Nomor 4571);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukam Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomer 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebahagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pemerintahan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tinglkat I dan Daerah
Tingkat 1I; '

Vera,uran Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nemor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 teniang Pemeriksaan
Kenderaan Bermotor di Jalan (Lemba.an Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tenteng Prasarana dan
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Kenderaan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Imiox sia  Tehun 1994
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negera Nomer 3530);



18.

19

21

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 15 Tahun 1996 tentang

Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhvbungan Nomoer Km "

68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang cli Jalan
dengan Angkutan; !

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi
[zin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002
Nomor 14 Sert B Nomor 14).

Dengan Persetujuan Berszma

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABRUPATEN SIMEULUE

Menetapkan

MEMUTUSKAN .

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 14
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEX.

Pasal I

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek
(Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 14 Seri B Nomor 14)
pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

. Pasal 8

(2) Struktur dan Besarnya tarif difetapkan sebagi berikut :

Jenis Angkutan K;I:l E;S;?/in'{x:.?aiat Tarif (Rp)

- s/d 8§ Orang 30.000,-

Mobil Penumpang - 9s/d 15 Orang 50.000,-
Mobil Bus - 16 s/d 25 Orang 70.000,-
- lebih dari 26 orang 80.000,-

Angkutan Khusus ' 50.000,-
- 8/d 6.500 Kg 50.000,-

Mobil Barang - 6.500s/d 8.000 Kg 80.000,-
- 8.000 Kgs/d 15.000 Kg 120.000,-

- diatas 15.000 Kg 150.000,-



Pasal Il

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

" Disahkan di :  Sinabang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2006 M
i8 Rajab 1427H
BUPATI SIMEULUE%Q
; R
/ ” ‘MM
| DARMILI
Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal :14 Agustus 2006 M
18 Rajab 1427 H
:
a(ﬁSEKRETARIs DAERA PAEN SIMEULUE, ;‘

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2006 NOMOR : 108 SERI C NOMOR 16
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